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Abstrak

 
Pemanfaatan radiasi pengion pada alat dental radiodiagnostik dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya akumulasi radiasi, sehingga mengganggu kesehatan secara umum pada pasien bila paparan radiasi yang telah diterimanya tidak terkontrol. Hal tersebut berkaitan dengan hubungan antara konsumen- pasien  sebagai penerima jasa, maka perlu diketahui hak dan kewajiban konsumen - pasien dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab hukum tenaga medis akan timbul, apabila setelah dihitung besaran dosis yang diterima pasien telah/akan  melebihi Nilai Batas Dosis per tahun yang telah ditentukan. Setiap tindakan radiografi yang akan dilakukan, harus disertai dengan pemberian informasi tentang radiasi kepada konsumen-pasien.
Kata kunci : Radiasi, tanggung jawab hukum, dental radiodiagnostik

Abstract


Utilization of ionizing radiation on-radiodiagnostic dental appliance may cause the possibility of accumulation of radiation, which can interfere with the general health of the patient if he/she had received from radiation exposure are not controlled. It relates to the relationship between consumers and patients as recipients of services, then please note the rights and obligations of consumers and patients are connected by UU No. 8 Tahun 1999 concerning Perlindungan Konsumen. Legal responsibilities of medical personnel will be incurred, if after the calculated amount of dose received by patients have been / will exceed the annual dose limit values which have been determined. Every act of radiography to be performed, must be accompanied by provision of information about radiation to the patient / consumer.
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Pendahuluan

Pengertian hukum  kedokteran adalah bagian dari hukum  kesehatan menyangkut pelayanan medis atau praktik yang dilakukan oleh dokter/doktergigi. Menurut Wila Chandrawila S., hukum kedokteran adalah kumpulan peraturan yang mengatur kesehatan individu, termasuk pengaturan hubungan rumah sakit dengan pasien, dan dokter/doktergigi dengan pasien. Pengertian hukum kesehatan  adalah mengatur tentang kesehatan masyarakat dan kesehatan individu. Kesehatan individu merupakan hukum kedokteran, dan dalam pembahasannya meliputi hak dan kewajiban pasien dan dokter/doktergigi, hubungan antara dokter dan rumah sakit, persetujuan tindakan medis, euthanasia, inseminasi buatan, perjanjian terapeutik, adanya malpraktik, dan lain-lain. Jadi hukum kedokteran merupakan hukum yang mengatur segala pelayanan di bidang  kesehatan ( law for medicine).1,2

Ditinjau dari sudut hukum (baik dari sudut keadilan sebagai peraturan perundang-undangan maupun sebagai hak yang dikaitkan  dengan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir), maka hukum kedokteran bertumpu pada dua hak asasi pada manusia, yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan ( the right to health care), dan hak untuk menentukan nasib sendiri ( the right to self determination).2 Dengan demikian, keberadaan hubungan antara dokter / doktergigi sebagai tenaga   medis dengan pasien, baik ditinjau dari aspek hukum maupun dari aspek pelayanan kesehatan, tidak terlepas dari hak asasi manusia yang melekat dalam diri setiap manusia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu sarana penunjang pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan dasar atau rujukan adalah sarana dan peralatan kesehatan yang  penting dalam menentukan diagnosa suatu penyakit, yaitu alat dental-radiodiagnostik, yang memanfaatkan radiasi pengion. Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang mampu mengionisasi media yang dilaluinya.3 Tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion merupakan tenaga nuklir. Sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat, juga dapat menimbulkan bahaya, sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh pemerintah.
Telaah Pustaka

Kegunaan alat radiodiagnostik harus sesuai dengan prinsip dasar keselamatan dan kesehatan radiasi, apabila tidak sesuai dengan prinsip tersebut, maka akibat dampaknya akan terlihat pada masa yang akan datang.  Pengaruh radiasi pengion yang dialami seseorang secara terus menerus, akan mengakibatkan terionisasinya atom dan molekul sel di dalam jaringan tubuh, bahkan dampak terburuk dapat mengakibatkan kematian.3,4,5  Oleh karena sifat  tenaga nuklir  selain dapat memberikan manfaat, juga dapat menimbulkan bahaya akibat risiko radiasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah. 

 Telah ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997  Tentang Ketenaganukliran, bahwa: "Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin dengan syarat-syarat dan tata perizinan diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan dilaksanakan oleh Badan PengawasTenaga Nuklir (Bapeten)." Alat dental  radiodiagnostik sangat penting dalam membantu para dokter gigi untuk mendiagnosa suatu penyakit gigi dan mulut. Dengan tersedianya alat tersebut, diharapkan dapat membantu pemerintah pada umumnya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, karena perawatan yang akan dilakukan terhadap pasien akan tepat, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat secara umum dapat ditingkatkan. 

Alat dental radiodiagnostik  dengan menggunakan pemanfaatan radiasi pengion harus dilakukan secara tepat dan hati-hati, sehingga akumulasi radiasi yang diperoleh pasien dapat dipantau. Alat tersebut, selain harus ada izin dengan syarat yang telah ditetapkan pemerintah juga harus secara rutin diperiksa dan di kalibrasi  di Badan Pemeriksa Faslitas Kesehatan (BPFK). 
Paparan radiasi pada pasien harus terkontrol dan terpantau dengan upaya melakukan pengisisan inform consent setiap saat pasien datang dan akan dilakukan pemaparan radiasi. Pernyataan pasien dengan mengisi form tersebut dapat diketahui berapa jumlah paparan radiasi yang telah diterima minimal selama setahun terakhir. Selain itu diperhatikan juga tempat tinggal pasien, apakah berada pada daerah dataran tinggi, rendah, atau daerah yang dekat dengan pusat tenaga nuklir yang dapat mempengaruhi akumulasi radiasi yang diterima pasien tersebut selama tinggal di tempat tersebut bertahun-tahun. 
Radon adalah bahan radioaktif  disekeliling kehidupan manusia, dan merupakan bagian terbesar radiasi alam yang terserap pada tubuh manusia tanpa sengaja.3,4 
Tabel  1.  Jumlah Paparan Radiasi Alam Dan Buatan. 1
	Macam Paparan

	Dosis

	Natural
Eksternal :

Cosmic

Teresterial

Internal :

Radon

Lain – lain

Total Natural
Buatan
Medis :

Diagnosa

Perawatan Nuklir

Produk Rumah tangga

Lain-lain

Total Buatan
Total natural dan buatan

	83 %

0.27

0.28

2.00

0.4

3.00

17 %

0.39

0.14

0.1

0.4

0.6

3.6




Tabel di bawah ini adalah data yang diperoleh oleh satu badan internasional di PBB yang meneliti masalah efek radiasi (UNSCEAR). Laju dosis diberikan dalam mikrosievert per jam, 1 mikro = sepersejuta sievert.
Tabel 2. Laju Dosis Berdasarkan Ketinggian.3,4
	Ketinggian, (m)
	Laju dosis (mikrosievert/jam)

	0 (permukaan laut)
	0,03

	2000
	0,1

	4000
	0,2

	12000
	5

	20000
	13
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Misalnya: seseorang bepergian dari Jakarta-Yogyakarta menggunakan pesawat terbang dengan waktu tempuh kira-kira 1 jam dengan ketinggian jelajah sekitar 12000 m, maka orang itu akan maksimal memperoleh radiasi kosmis sebesar 5 mikrosievert. Nilai Batas Dosis masyarakat umum adalah 5 milisievert per tahun atau 2,4 mikrosievert per jam. Diperkirakan orang tersebut telah menerima radiasi lebih dari 2 kali nilai batas dosis yang ditetapkan pemerintah. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu akan segera menderita kanker akibat tambahan radiasi ini. Pemantauan dan pengontrolan radiasi untuk setiap pasien harus secara terus menerus dilakukan, sehingga diharapkan radiasi yang diterima pasien sesuai dengan nilai batas dosis yang telah ditentukan pemerintah. 

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion, ditegaskan bahwa; "Penerimaan dosis radiasi terhadap pekerja dan masyarakat umum tidak melebihi Nilai Batas Dosis (NBD) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas, dan pemanfaatan tenaga nuklir harus mempunyai manfaat lebih besar dibandingkan dengan akibat risiko radiasi yang ditimbulkan."  

Nilai batas dosis yang telah ditentukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah adalah: daerah dengan radiasi sangat rendah NBD sebesar 1 mSv/ tahun, dan daerah dengan rendah radiasi NBD sebesar 5 mSv/tahun. Sistem Pembatasan Dosis selalu harus berprinsip sbb: Hanya berdasar azas manfaat, Penyinaran harus serendah-rendahnya, dan Dosis tidak boleh melebihi NBD peraturan pemerintah.3,4,5,



Tabel  4. NBD Penyinaran Seluruh Tubuh 1
	Penyinaran Seluruh Tubuh
	NBD

	Pekerja
Siswa/ pekerja yang magang dengan usia 16 – 18 tahun
Masyarakat umum
Wanita usia subur
Wanita hamil
	20-50 mSv/ tahun
≤ 15 mSv/tahun

5 mSv/ tahun

≤ 13 mSv / tahun

≤ 10 mSv/tahun





Tabel 5. NBD Penyinaran lokal 1
	Penyinaran Lokal
	NBD

	Lensa mata
Kulit
Tangan dan kaki
Gigi
	15 mSv/ tahun

50 mSv/tahun

50 mSv/ tahun

50 mSv/ tahun



Dosis yang diterima pasien satu kali paparan adalah sebesar 0,0032 – 0,005 mSv untuk pemotretan jenis foto periapikal, dan untuk pemotretan dengan jenis foto panoramik, dosis yang diterima pasien sebesar 0,006 mSv.1,2 Apabila pasien indikasi untuk penyinaran, sebaiknya diperhatikan riwayat paparan radiasi yang pernah diterima selama setahun terakhir. Hak dasar pasien dalam hal ini merupakan  Hak Asasi Manusia dapat dibedakan sebagai hak – hak dasar individual dan hak-hak dasar sosial.3,5

Pada hak-hak dasar dasar individual, perlindungan diarahkan  dalam suasana kebebasan individu, sedangkan hak-hak dasar sosial justru bermaksud untuk memberikan kepada anggota masyarakat, ruang dan peluang untuk mengembangkan diri. 

Hak-hak  dasar individual pada hakekatnya memiliki aspek sosial, sedangkan hak-hak dasar sosial mengandung juga dimensi individual. Hak pasien diantaranya adalah hak untuk menetukan nasib sendiri dan hak atas pelayanan kesehatan.3,7  Sebagai pelayanan kesehatan, kewajiban rumah sakit harus mengutamakan pelayanan  yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Rumah Sakit. Telah ditegaskan pada Pasal 8, 9, dan 10 bahwa: Rumah sakit harus mengindahkan hak-hak pasien, harus memberikan penjelasan/ informasi mengenai apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang akan dilakukan, serta harus disertai persetujuan pasien (informed consent) sebelum  tindakan medis. 

Kenyataan secara praktis, bahwa hukum kesehatan dan etika kesehatan sedikit memperlihatkan adanya tumpang-tindih. Baik hukum kesehatan maupun etik kesehatan bernuansa nilai-nilai individual maupun sosial, terutama yang berkaitan dengan asas fundamental.3,4 Namun hukum kesehatan lebih luas daya kerja dan ruang lingkupnya, karena melingkupi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yuridis, hak-hak dan kewajiban dan hubungan-hubungan lain termasuk prosedur hukum, yurisprudensi dan lain-lainnya, serta mempelajari dan mengaplikasi aturan hukum dan hubungan yuridis serta penyelesaian lebih lanjut. Etik kesehatan menormatifkan perilaku manusia, namun tidak mengikat secara yuridis, dan apabila timbul konflik pada keduanya, maka pada kenyataannya etika harus "mengalah" pada aturan hukum.3 

Diamati dalam keseharian di klinik radiologi kedokteran gigi-rsgm - fkg unpad. Pasien datang untuk dilakukan pemeriksaan gigi dengan keluhan, setelah dilakukan pemeriksaan klinis, diperlukan menentukan diagnosa dengan dirujuk ke bagian radiologi kg. Setelah di lakukan pemeriksaan dental radiodiagnostik dan didiagnosa, ternyata pasien memerlukan perawatan endodontik (beberapa kali kunjungan/perawatan). 

Perawatan dapat dilakukan oleh tenaga medis di institusi fkg, terdiri dari dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang sedang studi spesialis (residen) serta ko-as( mahasiswa profesi). Sebagai institusi pendidikan (fkg-unpad) setiap kegiatan perawatan gigi  merupakan kegiatan akademi yang dilakukan oleh tenaga medis. Kasus tersebut merupakan salah satu requirement residen/ ko-as fkg, maka pasien tersebut ditangani oleh residen/ko-as dengan bimbingan dokter gigi yang berkaitan dengan kasus perawatan gigi tersebut.

Ilustrasi kasus:  1. Pada kasus endodontik, pasien akan mendapat penyinaran cukup banyak (minimal 4 kali ) dalam satu perawatan untuk satu gigi saja. Apakah para residen/ ko-as memperhatikan dan mencatat berapa radiasi yang telah pasien terima sebelum, selama dan setelah perawatan? Apakah para residen/ ko-as selalu menjelaskan informasi tentang radiasi, misalnya berapa kali akan dilakukan penyinaran, bagaimana efeknya akibat risiko radiasi terhadap dirinya dan bagaimana upaya pasien untuk mencegah kerusakan jaringan, apabila banyak penyinaran? Hal ini tumpang tindih dengan kebutuhan residen/ ko-as sendiri dalam mendapatkan requirement perawatan, maka sering tidak secara detail diberikan penjelasan pada pasien, atau dapat dimengerti oleh pasien, pada akhirnya dalam hal ini akan berperan etika dan hukum kesehatan. 

2. Kasus selanjutnya, sering terjadi pada bagian kedokteran gigi anak, misalnya umumnya pasien kurang operatif, menyebabkan foto tidak maksimal yaitu dapat terjadi elongasi/shortening, tidak tercakupnya ujung akar, buram dan lain-lain. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan residen/koas ataupun dokter gigi pembimbing terhadap radiograph tersebut, sehingga pasien anak dapat menjalani paparan berkali-kali dalam satu hari. Hak pasien untuk mendapatkan radiografi baik dengan tanpa kegagalan, apalagi pasien anak sangat sensitive terhadap radiasi.4,7 Sesuai dengan prinsip keselamatan dan kesehatan radiasi, bahwa paparan seminimal mungkin dan hasil maksimal. 

Dalam hal ini, karena kurang informasi atau karena mengejar requirement, sehingga residen/ko-as/radiographer sering terlupa, sehingga mengabaikan hak-hak pasien tersebut. 

Untuk kedua ilustrasi tersebut timbul  permasalahan, yaitu : Bagaimanakah etiknya apabila seorang pasien dilakukan beberapakali penyinaran tanpa sebelumnya diberi informasi lengkap tentang radiasi terkait kesehatan secara umum? Selain itu, bagaimana tanggung jawab tindakan seorang tenaga medis dalam hal ini residen/ ko-as/ radiografer termasuk dokter gigi/ dokter gigi spesialis sebagai supervisor terhadap pasien tersebut, dan bagaimana ditinjau dari tanggung jawabnya secara hukum apakah dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
Pembahasan 

Batasan-batasan pengertian dalam Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan sedikit ulasan sebagai berikut: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi  kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1999).  Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1999).  Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, naik berbentuk badan hukum maupun bukan, didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 2,4

Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sehubungan dengan adanya keterkaitan antara hubungan konsumen- pasien sebagai penerima jasa, maka hak dan kewajiban konsumen-pasien, dilihat sebatas pada beberapa kesamaannya, misalnya: Konsumen-pasien sama-sama memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam kondisi barang dan atau jasa, serta hak untuk didengar keluhan atas barang dan atau jasa.4 


Hak pasien lainnya adalah hak atas persetujuan dalam tindakan medis yaitu hak untuk menentukan diri sendiri, dapat diformulasikan sebagai persetujuan atas dasar informasi (informed consent), hak atas rahasia kedokteran: kewajiban dokter menjadi hak pasien, karena dokter wajib merahasiakan keterangan tentang pasien dan penyakitnya, hak atas pendapat kedua, dengan adanya kerjasama antara dokter pertama dengan kedua yang memberikan hasil kerja dokter pertama kepada dokter kedua. Pasien sangat diuntungkan, tidak perlu lagi pemeriksaan rutin, dan dokter pertama dapat berkomunikasi dengan dokter kedua, sehingga menghasilkan pendapat lebih baik.4,6 Terakhir adalah hak pasien untuk melihat rekam medik, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 10  PERMENKES No 749a/1989 dan Pasal 47 ayat(1) UU No 29 Tahun 2004 tentang Kepemilikan Rekam Medik:  " Berkas rekam medik adalah milik dokter, dokter gigi dan atau sarana pelayanan kesehatan, dan isi rekam medik adalah milik pasien". Menurut  pendapat pakar Hukum Kesehatan, bahwa pasien berhak melihat berkas rekam medik termasuk untuk mendapat salinan isinya yang merupakan milik pasien. 

Kasus-kasus yang memerlukan beberapa kali pemeriksaan foto rongent, maka dengan pengisian teliti dan jujur pada lembar rekam medik, maka akan dapat diketahui jumlah paparan yang telah dan akan diterima pasien selama perawatan, sebelum ataupun sesudahnya. Risiko akibat bahaya radiasi dapat dikurangi, serta keselamatan dan kesehatan pasien dapat dijamin. Selain itu dapat pula diketahui dari lokasi tempat tinggal, apakah radiasi alam daerah tersebut rendah, sedang atau tinggi, sehingga dapat diperkirakan jumlah dosis maksimal yang harus diterima pasien pra dan post perawatan.  Hal ini akan terjalin baik selama ada kerjasama baik antara pasien dengan seorang mahasiswa ko-as radiologi, residen, dokter gigi atau dokter gigi spesialis RKG. 

Radiasi alam dapat diterima seseorang di daerah lokasi tempat tinggal, tergantung dari ketinggian daerahnya.2,5 Selanjutnya di data telah berapa kali melakukan paparan radiasi selama setahun terakhir, kapan terakhir, dan apa jenis/ teknik paparan tersebut. 

Tanggung jawab tenaga medis adalah yang melaksanakan paparan radiasi terhadap pasien. Tanggung jawab hukum akan timbul, apabila setelah dihitung besaran dosis yang diterima pasien telah/ akan melebihi Nilai Batas Dosis yang tercantum dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1997 dan PERMENKES No 63 Tahun 2000 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion. Jalan terbaik adalah paparan pada pasien tersebut ditunda dahulu.  Apabila ternyata operator/ penanggung jawab tetap melaksanakan pemaparan radiasi, maka telah terjadi perbuatan melanggar hukum terhadap perundang-undangan yang berlaku. Apabila pasien telah mengetahui/ mengerti dan memahami keadaan dirinya merasa ada kerugian serta kemudian menuntut, maka tanggung jawab ada pada beban pelaku/ dalam hal ini operator dan berada dibawah tanggung jawab  pengusaha instalasi radiasi.6,7 Sedangkan menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan mengenai tanggung jawab pelaku dalam hal ini pelaku usaha, dengan menganut strict liability, yaitu bahwa pelaku bebas dari kewajiban ganti rugi kepada korban, dalam hal pelaku dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan korban. 

Ditegaskan dalam Pasal 19 Undang –Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa: Pelaku bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen atas barang atau jasa yang dihasilkan, dan ganti rugi tersebut dapat berupa uang, barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atas perawatan kesehatan serta pemberian santunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengantian  kerugian harus dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi, dan tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut apabila ada unsur kesalahan. Hal ini tidak berlaku, apabila pelaku dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan korban/ konsumen-pasien

Kesimpulan
Setiap tindakan radiografi yang akan dilakukan, harus disertai pemenuhan hak konsumen-pasien yaitu hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua, hak atas informasi mengenai NBD yang dapat diterima pasien, dihubungkan dengan pekerjaan dan wilayah tempat tinggal pasien. Hubungan antara tenaga medis dengan pasien tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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